PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang :

Mengingat

b

S

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELABUHAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah
Daerah diberi wewenang dalam penyelenggaraan pelabuhan Jokal dalam
wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa pelabuhan lokal sebagaimana dimaksud huruf a, adalah
merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki
peran yang sangat penting dan straiegis, maka dalam pembinaan
pelayanan kepada masyarakat perlu diatur Retribusi Jasa Pclabuhan
Laut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Rarat tentang Retribusi Jasa Pelabuhan Laut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4046);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan

Tidore Kepulauan di
Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4264);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
(lLembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran Negara - Republik Indonesia  Nomor  4437)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang  Penctapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua  atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Nesara Republik Indoncsia Tahun
D005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 4548, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

AQAAN
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 20601 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4145);

Keputusan Presiden R Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik
Penyusunan  Peraturan Perundang undangan, Bentuk  Rancangan
Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 7 Tahun 1990
tentang  Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Utara Tahun 1992 Nomor 3 Seri B Nomor
1),

Peraturan Dacrah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2003
tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten Maluku Utara
Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Kabupaten
Maluku Utara.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

AT A

PERATURAN DALERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG RETRIBUSI JASA PELABUHAN LAUT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

o

6.

Dacrah adalah Kabupaten Halmahera Barat;

Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Dacrah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19455

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah beserta perangkat Daerah otonomi yang lainnya -
sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Kepala Dacrah adalah Bupati Halmahera Barat;

Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat;

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disckitarnya dengan batas-
batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang
dipergunakan sebagal tempat bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar
muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi; |
Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan Umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan
angkutan Laut.

Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang disclenggarakan untuk kepentingan pelayaran

masyarakat umum.

10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan

Pelabuhan untuk menunjang, kelancaran, keamanan dan ketertiban kapal, penumpang dan



atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antar moda serta
mendorong perckonomian daerah dan nasional;

1. Ducrah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut adalah wilayah perairan dan daratan pada
pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan:

12 Ducrah ingkungan Kepentingan pelabuhan laut adalah wilayah perairan di sckeliling
pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;

L3 Jasa adalah kegratan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang. fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan;

4 Retribust jasa umum adalah pelayaan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah
Untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan hukum;

S ol

15 Wajib Retribusi adalal
undangan  retribusi - diwajibkan  untuk  meclakukan  pembayaran  retribusi,  termasuk
pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;

o Muasa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib

retribusi untuk inemanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang

)
1

bersangkutan;

I'7. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan
oleh wayib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang
ke kas Dacrah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

IS Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan
vang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tcrutzmg;

19 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

0. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang
digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayarar atau penyetoran retribusi
vang terutang ke Kas Dacrah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala
Dacrah;

21 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah
dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribust berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Dacrah:

22 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari seita
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Denpan nama retribusi jasa pelabuhan laut dipungut retribusi sebagai pembayaran  atas

pelayanan yang diberikan.



Pasal 3

Obyck Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 4

Subjck Retribusi adalah sctiap orang atau badan yang menggunakan pelabuhan.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribust Jasa Pelabuhan Laut digolongkan sebagai Retribusi jasa umuin.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

o berdasarkan tatanan waktu dan satuan ukuran di setiap jenis

&

lingkat pengpunaan jasa dihitun

pelayanan jasa kepelabuhanan.

BABY
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran datam penctapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas
tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa kepelabuhanan dengan tetap
memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan;

(2) Struktur, golongan dan jenis tarif jasa kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan :
a0 Kepentingan pelayan umum;

Lo Peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanans
¢ keepentingan pemakal jasa;

d. Penpembalian biaya dan investast;

¢ Pertumbuhan dan pengembangan usaha.




BAB VI
JENIS PELAYANAN

Pasal 8

Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari :
4. Peclayanan jasa kapal;

b. Peclayanan jasa barang;

¢.  Pclayanan jasa penumpang;

d.  Pclayanan jas» fain-lain.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur tant pelayanan jasa kepeiabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan
itanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan;
(7) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan akan ditetapkan
i dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

sehagain

BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retrbust vang terutang dipungut dit Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa kepelabuhanan

dibertkan

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saut retribusi terutang  adalah  pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dol hal Wajib Retribusi tidak inembayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan

canksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang

terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



S M i st = e mne

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal‘14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sckaligus di muka;

(2) Tata card pembayaran, penycetoran dan tempat pembayaran retribusi  diatur dengan

Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

>asal 15
(1) Pengcluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang scjenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari scjak jatuh tempo;
(7 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis,

Waiib Retribusi harus melunasi retribusinya yang erutang;

(3) Sural teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk
BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
>asal 16

) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

{
(7 Peneuranean. keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
denpan memperhatikan kemampuan wajib retribust;

(3) Tata cara pengurangar, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala

Dacrah



BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sechingga merugikan keuangan

dacrah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4

(empat) kali jumlah retribusi terutang;

2) Tindak pidana secbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawar Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diber1 wewenang
khusus scbagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

s

|

Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap menjadi lebih lengkap dan jelas;

Meneliti, mencart dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang  kebenaran perbuatan yang  dilakukan schubungan dengan tindak pidana
Retribust Dacrah tersebut;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan seh
tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah;

Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
brdang Retribust Dacrah;

Meclakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
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di bidang Retribusi Daerah;

Mcenyuruh berhenti, melarang scorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemertksaan scedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa scbagaimana dimaksud pada huruf e;

Mceinotret sescorany, berkaitan dengan tindak pidana retribusi dacrah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
Menghentkan penyidikang

Menghentikan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran peryidikan tindak
prckana di bidang retribusi dacrah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Maluku Utara Nomor 16 Tahun 1995 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan dinyatakan tidak

berlaku lagi.
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan atau Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
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